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R U U  K S D A H E

Kekayaan yang Indonesia miliki atas keanekaragaman hayati
sangatlah besar hingga dibutuhkan payung hukum yang kuat untuk
optimalisasi pemanfaatan dan perlindungan dalam upaya
pelestariannya;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber
Daya Alam Hati dan Ekosistemnya memerlukan revisi karena
dianggap sudah tidak lagi relevan terhadap status quo Indonesia
yang saat ini memberlakukan sistem otonomi daerah dan
memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam urusan
ketatanegaraan;
Revisi Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya (RUU KSDAHE) yang diharapkan mampu untuk
menciptakan pembaharuan daya ikat hukum rupanya memiliki
beberapa celah yang seharusnya lebih diupayakan untuk menjamin
hak-hak partisipasi masyarakat adat dalam hal pengelolaan,
pelestarian serta pemanfaatannya.
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Rekomendasi Kebijakan RUU KSDAHE

P E N D A H U L U A N

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayati baik
itu tumbuhan, satwa, ekosistem hingga sumber daya genetik (Rohman et al.,
2021). Dari segi pemanfaatan, kekayaan ini sudah dianggap sebagai
penunjang kehidupan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Mulai dari
bakteri dan tanaman sebagai pemenuh kebutuhan obat; sayur, buah dan
rempah sebagai pemenuh kebutuhan pangan; kayu serta bahan alam lain
sebagai pemenuh kebutuhan sandang dan papan; potensi yang Indonesia
miliki akan pengelolaan keanekaragaman hayati ini sudah berada di tahap
yang unggul meskipun belum dioptimalisasi secara menyeluruh.

Payung hukum yang digunakan untuk mengatur pengelolaan dan
perlindungan terhadap keanekaragaman hayati di Indonesia telah diresmikan
lewat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya
Alam Hati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE) yang secara otomatis hadir untuk
menggantikan beberapa produk aturan kolonial pra-kemerdekaan (Samedi,
2015). Bila disesuaikan terhadap eskalasi jangkauan gerak kenegaraan, UU
KSDAHE saat ini sudah tidak lagi sesuai untuk diterapkan. Dengan adanya
otonomi daerah, terbentuklah undang-undang yang mengharuskan
penyusunan ulang atas sistematika hubungan antara pemerintah pusat dan
otoritas lokal (Bunga, 2017). Akibatnya, terjadi peningkatan intensitas
penolakan dari otoritas provinsi dan daerah terhadap inisiatif-inisiatif gaya
lama yang diatur oleh pemerintah pusat. Pada akhirnya, meskipun pemerintah
pusat tetap mengemban tanggung jawab atas kawasan yang dilindungi,
sektor manajemen berakhir dengan ‘kelumpuhan’ yang membutuhkan
pembaharuan kondisi lewat Revisi Undang-Undang (RUU).
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Revisi Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya (RUU KSDAHE) telah diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Indonesia (DPR RI) untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990
dengan judul yang sama (POKJA Konservasi, 2017). Dalam prosesnya, RUU
KSDAHE merupakan salah satu amanat yang disampaikan oleh Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) hingga dianggap perlu segera hadir
guna menjawab berbagai perkembangan konservasi dan sumber daya alam
utamanya terkait penguatan penegakan hukum, peluang pendanaan
konservasi, penguatan pengelolaan kawasan konservasi sebagai satu
kesatuan lanskap, pengaturan kerja sama internasional serta partisipasi publik
yang merujuk kepada masyarakat hukum adat.
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Partisipasi publik menjadi landasan yang paling disoroti dalam hal
pembaharuan UU KSDAHE sebab sejarah politik konservasi masih terjebak
dalam bayang-bayang upaya sistematis oleh pemerintah dengan
mengingkari hak dan akses masyarakat di wilayah target pengelolaan
(Wiratno, 2018). Untuk itu, paradigma penyelenggaraan konservasi dan
sumber daya alam hayati yang selama ini berbasis negara (state-centered)
perlu direkonstruksi ulang menjadi berbasis rakyat (people-centered) melalui
penyusunan optimal butir-butir aturan dalam RUU KSDAHE.

Rekomendasi Kebijakan RUU KSDAHE
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Paradigma klasik dalam konservasi dan sumber daya alam hayati masih
berfokus terhadap ‘pengawetan dan perlindungan’ serta menempatkan
‘spesies langka’ di atas kesinambungan sistem pengelolaan. Dengan kata lain,
manusia yang tinggal di wilayah target pengelolaan seringkali dianggap
sebagai ‘ancaman’ bagi potensi yang terkandung di dalamnya. Merujuk
terhadap laporan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), total area
pemetaan partisipatif Indonesia mencapai angka 26.23 juta Ha yang 20.7 juta
Ha diantaranya merupakan wilayah adat (JKPP, 2022). 

Anggapan lama tentang bagaimana masyarakat adat di kawasan target
pengelolaan sebanding dengan ancaman sejatinya terbantahkan oleh
laporan Forest Watch Indonesia yang menyatakan bahwa 70% hutan alam
yang dijadikan sebagai wilayah adat berada dalam kondisi baik (Barri et al.,
2018). Sehubungan dengan fakta bahwa 36% dari lanskap hutan dan 80%
keanekaragaman hayati dunia yang tersisa merupakan bagian dari wilayah
adat, pengelolaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam ini
lazimnya dilakukan melalui tata kelola efektif berbasis hukum adat. Dengan
begitu, Indonesia dapat terhindar dari tumpang tindih otoritas antara wilayah
adat dengan kawasan konservasi yang memicu konflik tenurial (KLHK, 2021).
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No RUU KSDAHE Tanggapan Usulan

1

Pasal 3 Huruf f

Konservasi Sumber Daya Alam
Hayati dan Ekosistemnya
bertujuan untuk meningkatkan
dan menjamin partisipasi
masyarakat, khususnya
Masyarakat Hukum Adat dan
masyarakat sekitar Kawasan
Konservasi dalam
penyelenggaraan Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya.

Penambahan
Substansi

Penggunaan kata ‘menjamin’
berimplikasi terhadap
pembaharuan prosedur
pengakuan masyarakat adat dari
ranah politik menuju administratif.
Dalam hal ini, proses meaningful
participation yang diperbolehkan
oleh masyarakat hukum adat
hendaknya turut dicantumkan
sebagai pelengkap dari jaminan
yang dimaksud.

2

Pasal 37 Ayat (1)

Masyarakat Hukum Adat yang
berada di dalam sistem
pelindungan Ekosistem
penting di wilayah adat
dan/atau areal konservasi
kelola masyarakat harus
ditetapkan dengan Peraturan
Daerah dalam rangka
melindungi kearifan lokal.

Perubahan
Substansi

Penggunaan kata ‘ditetapkan’
merujuk pada proses
pengadministrasian keberadaan
masyarakat hukum adat melalui
penetapan Peraturan Daerah
(PERDA). Substansi ini hendaknya
diubah sehubungan dengan
beberapa kendala yang
berpeluang terjadi di masa
depan.
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Pertama, substansi ini
menunjukkan bahwa pemerintah
pusat lepas tanggung jawab dan
menyerahkan beban kepada
pemerintah daerah untuk
menetapkan masyarakat hukum
adat. Kedua, penetapan
masyarakat hukum adat melalui
peraturan daerah membuat
prosesnya menjadi politis. Alih-
alih memperoleh perubahan ke
arah yang positif, kemunduran
berpeluang lebih besar untuk
terjadi lewat diberlakukannya
substansi ini.

Proses pendataan keberadaan
masyarakat hukum adat
hendaknya dibuat lebih
sederhana untuk merekam
realitas sosial, bukan sebagai
suatu keputusan politik
pemerintah. Tidak perlu lagi ada
keputusan yang bersifat
konstitutif lewat Peraturan
Daerah, sebab Pasal 18B Ayat (2)
dan Pasal 28I Ayat (3) UUD 1945
sudah mengakui seluruh
keberadaan masyarakat hukum
adat di Indonesia (Dewi et al.,
2020).
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3

Pasal 38 Ayat (1)



Masyarakat Hukum Adat
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 dapat:
aa.memanfaatkan jenis 
 iiiioTumbuhan dan Satwa
iiii0dari habitat alam untuk
iiiiotujuan subsisten atau
iiiioadat dengan tetap
iiiiomemperhatikan prinsip
iiiiokelestarian;
ab.melakukan budidaya
iiiioTumbuhan dan/atau
iiiiopenangkaran Satwa
iiiiodalam rangka
iiiojmenunjang kebutuhan
iiiojuntuk kepentingan religi
iiiioatau budaya;
ac.melakukan pemungutan
iiiiohasil Sumber Daya Alam
iiiioHayati dan Ekosistemnya
iiiiountuk pemenuhan
iiiiokebutuhan hidup sehari-
iiiiohari;
ad.melakukan kegiatan
iiiiopengelolaan Sumber Daya
iiiioAlam Hayati dan
iiiioEkosistemnya berdasarkan
iiiiohukum adat yang berlaku
iiiiodan tidak bertentangan
iiiiodengan undang-undang;
iiiiodan
ae.mendapatkan
iiiiopemberdayaan dalam
iiiiorangka meningkatkan
iiiiokesejahteraannya.

Perubahan
Redaksional

Penggunaan kata ‘dapat’
berimplikasi terhadap lemahnya
perlindungan hak yang dimiliki
oleh masyarakat adat dalam
melaksanakan kewenangannya.
Padahal, normalisasi tajuk
‘masyarakat’ dan partisipasi
hendaknya terjadi bersamaan
dengan jaminan Hak Asasi
Manusia (HAM) yang dimiliki oleh
pihak terdampak.

Dalam penyelenggaraan
konservasi serta pemanfaatan
keanekaragaman hayati dan
sumber daya alam, masyarakat
adat bukanlah ancaman bagi
pihak manapun. Pengakuan
bersyarat yang menghambat
pemenuhan HAM masyarakat
adat perlu dihilangkan dari
substansi RUU KSDAHE.

08

Rekomendasi Kebijakan RUU KSDAHE



MCPR
PERSPECTIVE

4

Pasal 51 Ayat (1)



Orang perseorangan yang
tidak menjaga kelangsungan
fungsi pelindungan wilayah
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (4)
dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 2 (dua)
tahun dan paling lama 7
(tujuh) tahun dan denda
paling sedikit
Rp200.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah) dan paling
banyak Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).

Perubahan
Substansi

Jaminan perlindungan HAM bagi
masyarakat adat untuk
melaksanakan kewenangannya
ini akan menjadi pencegah dari
kriminalitas yang berlaku saat
pembaharuan belum terjadi.
Perubahan substansi diperlukan
karena pasal ini dikhawatirkan
telah memicu pengaburan
konsep antara subjek, objek,
tindakan hukum dan sanksi yang
berlaku secara administratif
maupun pidana. Bila sampai hal
itu terjadi, substansi ini memiliki
peluang untuk pengkriminalan
masyarakat adat yang memiliki
kewenangan untuk tinggal dan
mengelola kawasan konservasi
utamanya saat belum ada
penjelas terkait pembeda antara
pengelolaan oleh perseorangan
dan korporasi.
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Optimalisasi pembaharuan RUU KSDAHE yang menjamin partisipasi dan
pemenuhan hak masyarakat adat ditujukan untuk pencapaian target di masa
depan. Setidaknya, peminimalisiran konflik politik antara pemerintah dan
masyarakat adat hendaknya dapat menjadi pendorong dari terlindunginya
30% kawasan konservasi menuju tahun 2045 (Risman et al., 2020). Lebih
daripada itu, secara substansial dan progresif, sumber daya keuangan yang
berasal dari optimalisasi pengelolaan kawasan konservasi serta
keanekaragaman hayati dan ekosistem didalamnya berpeluang lebih besar
untuk mewujudkan strategi dan rencana aksi keanekaragaman hayati
nasional di tahun 2030 terkait mobilisasi setidaknya 200 miliar USD per tahun
(IISD, 2023).
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K E S I M P U L A N
Pasang surut dinamika politik pemerintahan Indonesia dalam berbangsa dan
bernegara sudah terjadi sejak dulu. Meski bersifat dinamis, ada satu fenomena
yang relatif sukar untuk mengalami perubahan meskipun zaman telah
berganti, yaitu sentralistik dari pemerintahan yang minim dalam hal pelibatan
masyarakat. Dengan kata lain, terdapat jarak yang membentang cukup jauh
antara pola gerak pemerintah dalam hal penerapan undang-undang
terhadap skala penerimaan yang dirasa oleh pihak terdampaknya. Merujuk
terhadap kondisi ini, jika pemerintah ingin menghindari pecahnya konflik
tenurial yang diwakili oleh berbagai perselisihan atau pertentangan klaim
penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan
konservasi, hendaknya optimalisasi partisipasi masyarakat mampu
dirumuskan sebagai bagian dari perangkat hukum yang mengaturnya.

Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) berhaluan pada
lemahnya unsur partisipasi masyarakat adat yang terjamin di dalamnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, beberapa poin penting yang harus disoroti
terkait penyempurnaan meliputi jaminan HAM, penyederhanaan administrasi
dan forum terbuka untuk penghimpunan aspirasi masyarakat yang kelak akan
dilibatkan dalam hal pengelolaan, pelestarian dan pemanfaatan kawasan
konservasi.
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R E K O M E N D A S I

K S D A H E  S E B A G A I  P E N J A M I N  T E R P E N U H I N Y A  H A M

Mengoptimalkan keseimbangan kontribusi yang diberikan oleh pemerintah
dan masyarakat adat dalam hal pengelolaan kawasan konservasi. RUU
KSDAHE hendaknya dihadirkan sebagai perangkat hukum yang masif dalam
menjamin terpenuhinya HAM seluruh pihak yang terdampak secara langsung
oleh perubahan aturan.

Mengubah kompleksitas pengadministrasian keberadaan masyarakat hukum
adat yang semula bernuansa politis melalui PERDA menjadi lebih sederhana.

P E N Y E D E R H A N A A N  A D M I N I S T R A S I

Mengadakan forum terbuka yang membuka peluang keterlibatan masyarakat
adat, organisasi dan pihak-pihak non pemerintahan lainnya dalam hal
pembaharuan undang-undang. Meaningful participation diutamakan untuk
menghimpun aspirasi dari subjek yang bersinggungan langsung dengan
objek kajian undang-undang.

M E N G A D A K A N  F O R U M  T E R B U K A

12

Rekomendasi Kebijakan RUU KSDAHE



D A F T A R  P U S T A K A

Wiratno. (2018). Sepuluh Cara Baru Kelola Kawasan
abKonservasi di Indonesia: Membangun Organisasi
abPembelajar. Kementerian Lingkungan Hidup dan
abKehutanan, 1-24.

Bunga, M. (2017). Pembentukan Peraturan Daerah Dalam
abPenyelenggaraan Otonomi Daerah. Jurnal Hukum, 19(2),
ab12-25.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021).
abPedoman Penanganan Konflik Tenurial Kawasan
abKonservasi.

Jaringan Kerja Pemetaan Partisipasi. (2022). Luas Pemetaan
abPartisipatif Indonesia Sampai Tahun 2022.
abhttps://jkpp.org/ 

Barri, M. F., Setiawan, A. A., Oktaviani, A. R., Prayoga, A. P. &
abIchsan, A. C. (2018). Deforestasi Tanpa Henti. Bogor: Forest
abWatch Indonesia.

Dewi, S. H. S., Handayani, I. G. A. K. R. & Najicha, F. U. (2020).
abKedudukan dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam
abMendiami Hutan Adat. LEGISLATIF, 4(1), 79-92.

International Institute for Sustainable Development. (2023,
abJuli). Global Framework Sets Targets for 2030 to Live in
abHarmony with Nature by 2050.
abhttps://sdg.iisd.org/news/global-framework-sets-
abtargets-for-2030-to-live-in-harmony-with-nature-by-
ab2050/

POKJA Konservasi. (2017). Kertas Posisi Kelompok Kerja
abKonservasi Terhadap Draf Rancangan Undang-Undang
abtentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
abEkosistemnya, 1-9.

Rohman, N. A., Qohar, I. A., Puspita, N. T., Harianto, S. P.,
abWinarno, G. D. & Dewi, B. S. (2021). Analisis
abKeanekaragaman Fauna Studi Kasus Pada 24 (Dua Puluh
abEmpat) Taman Nasional Di Indonesia. JOPFE Journal, 1(2),
ab1-0. http://dx.doi.org/10.23960/jopfe.v1i1.4689

Samedi. (2015). Konservasi Keanekaragaman Hayati di
abIndonesia: Rekomendasi Perbaikan Undang-Undang
abKonservasi. Jurnal Hukum Lingkungan, 2(2), 1-28.

Risman, A., Dewantara, B., Yunia, C., Trisnadi, D., Mulyawati,
abD., Prihatna, D., Carter, E., Amin, I., Explitasia, I., Samedi,
abArsyad, I., Soedjono, M., Sulthon, M., Hakim, N., Reza,
abAlhanif, R., Indriani, S. L., Shepherd, S., Wen, W. &
abPermatasari, Y. (2020). Analisis Kesenjangan Keterwakilan
abEkologis Kawasan Konservasi Di Indonesia. Jakarta:
abKementerian Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan
abPerikanan.

Ummah, V. R. (2022). Politik Hukum Pembentukan Undang-
abUndang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
abAtas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
abPembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal
abHukum Kenegaraan dan Politik Islam, 2(2), 165-186.

https://jkpp.org/
https://sdg.iisd.org/news/global-framework-sets-targets-for-2030-to-live-in-harmony-with-nature-by-2050/
https://sdg.iisd.org/news/global-framework-sets-targets-for-2030-to-live-in-harmony-with-nature-by-2050/
https://sdg.iisd.org/news/global-framework-sets-targets-for-2030-to-live-in-harmony-with-nature-by-2050/
https://sdg.iisd.org/news/global-framework-sets-targets-for-2030-to-live-in-harmony-with-nature-by-2050/
https://sdg.iisd.org/news/global-framework-sets-targets-for-2030-to-live-in-harmony-with-nature-by-2050/
http://dx.doi.org/10.23960/jopfe.v1i1.4689


MC
PR

m c p r . k o m i t m e n . o r g@mc p r i n d o n e s i a


